
Nomor : 51

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

TAHUN 1989

Seri D Nomor 45

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 13 TAHUN 1988

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangurian secara
berkesinambungan dan ber kelanjutan di Propinsi Daerah
lsrirnewa Aceh perlu menetapkan Pola Da..r Pernbangu­
nan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang memo
pakan landasan REPELITA V Daerah, agar dapat mewu­
judkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tao
hun rnendatang untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional jangka panjang.

b. bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud
ma sa depan yang diinginkan baik dalam pembangu­
nan lima tahun berikutnya rnaupun dalam jangka
panjang maka dirasa perlu untuk rnenyusm Pola Dasar
Pembangunan Daerah dengan mempedomani Surat Men­
teri Dalam Negeri Nomor Bangda 1/9/26/ tanggal 20
Nopember 1978 jc Surat Menteri Dalam Negeri Nornor
000.1/1 I 53/Bangda tangga123 Me! 1988.
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Mengingat

e. bahwa untuk ma ksrd tersebut perlu menetapkan dalam
suatu Peraturan Daerah.

1. Ketetapan Mj'R Nomor 1l/MPR/1988 tentang Garis
Garis Besar Haluan Negara;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok.
PokokPemerintahan di Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24tahun 1956 tentang pemben­
tukanPropinsi Aceh;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dl Daerah;
5. Keputusan Preslden Republlk Indonesia Nomor 27 ta­

hun 198) tentang Pembentukan Badan Pereneanaan
Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 14lahun 1974
ten tang Bentuk Peraturan Daerah;

7. Keputusan Menler! Dalam Negeri Nomor 185 tahun
1980 tanggal 28 Agustus 1980 tentang Pedoman Or­
ganisasi dan Tala Kerja Badan Perencanaan Pembangu­
nan Daerah ;

Dengan Perserujuan Dewan Perwakilan Rakya I Daerah Pro­
plnsi Daerah Istimewa Aeeh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAE­
RAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWAACEH.

Pasal 1.

(I) Pola Dasar Pembangunan Daerah Proplnsi Daerah Istimewa.'·Aeeh disusun
dalam rangka meningkalkan pembangunan secara berkesinambungan dan
berkelanjutan yang merupakan landasan Rencana Pembangunan Lima
Tahun Daerah.

(2) Untuk dapat memperoleh kebula tan hubungan yang menyeluruh, maka
sistematika: Pola Dasar Pembangunan , Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh disusun sebagai berikut :
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a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA

PANJANG.
c BAB III POLA UMUM PEUTA KfUMA DAERAH
d. BAB IVPENUTUP

Pasal 2.

lsi beserta uraian perincian sebagai mana tersebut dalam pasal I Peraturan
Daerah ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini,

Pasa! 3.

Program pelaksanaan lrebijaksanaan . kebijaksanaan serta usaha-usaha pernba­
ngunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh,

Pasa! 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ma ka Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pernba­
ngunan Daerah Istimewa Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran
Daerah Propinsi Daerah Islimew Aceh,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAJ:RAH PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA ACEH,
KE'fUA.

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Nomor 51 Seri D Nomor 45
tanggal 1- 8- 1989

SEKRETARlS WILAYAH/DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH

NIP. 390 003 081.
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Banda Aceh, 13 Desember 1988

GUBERNUR KEPA,LADAERAH
ISTIMEWA ACEH,

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini disahkan de­
ngan Keputusan Menterl Dalam .

Negeri Nomor 050.21- 581
tangga1 4 Juli 1989
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roLA DASAR PEMBANGtlNAN
DAERAH 1S'f'IMEWA ACEH

BABI

PENDAHULUAN

Dengan memohon taufiq dan hidayahAlIah swr, seraya mengucap­
kan syukur atas nikma t dan segala kurnia- Nya dalam bentuk keka­
yaan alam yang melimpah guna dima.nfaatkan bagi kemakmuran
bangsa dan negara, maka atasdasar tanggung jawab dan kemampuan
untukmewujudkan cita-cita pernbangunan daerah, disisunlah Pola :
Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

A PENGERTIAN
L Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Aceh adalah suatu Pola Umum Pembangunan Daerah,yang me,
rupakan garis-garis besar kebiiaksanaan pembangunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Is­
timewa Aceh. Pola Umum Pernbangunan Daerah Prop insi Dae­
rah Istimewa Aceh merupakan rangkaian program pembangu­
nan yang bersfat nienyeluruh, terarah dan terpadu serta berke­
sinambungan vdilaksanakan secara bertahap sehingga merupa­
kan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernbangunan Nasio­
nal Pola Umum Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disesuaikan
dengan situasi, kond isi, potensi dan konf'igurasi daerah.

2. Rangkaian program-program pernbangunan yang terus menerus
itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti
termaktub dalam Pembukaan Undang-unda ng Dasar 1945,
yaitume lindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerda s­
kan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketert iban dunia
yang berdasirkau kemcrdekaan, perdama an abadi, dan kead i­
Ian sosial..
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B. MAKSUD· DAN TUJUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah lstimewa
Aceh dima ksudkan untuk memberi arah dan pedornan terhadap
usaha pembangunan daerah yang sedang berlangsmg baik oleh pe­

merintah maupun oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk me­
wujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata dalam jangka
waktu lima jahun berikutnya dalam jangka panjang, sehingga secara
bertahap dapat tercapainya cita-cita rakyat di Propinsi Daerah IsH·
mewaAceh khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, se­
pertiterrnaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

C. POKOK-POKOK PENYUSUNAN POLA

DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pernbangunan Daerah Istimewa Aceh merniliki asas-asas yang
sarna dengan asas-asas pernbangunan nasio nal, sebagai mana tercan­
tum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu; asas rnanfaat,
asas usahabersama dan kekeluargaan, asas demo krasi, asas ad il
dan merata, a sas perikehidupan .dalam keseimbangan, .asas kesa- .
daran hukum dan asas kepercayaankepada dirisendiri; Pola Dasar
Pembangunan Daerah disrsm untuk memberikan gambaran rne nge­
nai wujud rna sa- depan yang diinginkan baik dalam waktu lima ta­
hun berikutnya, maupun dalam jangka panjang dengan sistema tika
sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

·PENDAHULUAN

POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PAN­
JANG..

POLA UMUM IPELITA VDAERAH

PENUTUP
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BAB n
POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

A. PENDAHULUAN

I. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang tertib, lancar
dan terarah guna mencapai tujuan Nasional, maka disrsunlah
Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, yang pelak­
sanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 melalui pelaksanaan
Pembangunan Lima Tahun yang pertama, kedua, ketiga dan
seterusnya, sehingga merupakan rangkaian PELITA yang saling
sambung menyambung dalam satu kesatuan yangserasi

2. Pola Umum Pembangunan Derah Jangka Panjang adalah garis­
garis besar dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu

25 - 30 tahun yang disrsun berdasarkan Pancasila, Un dang­
undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun
1988, yang berisi pedornan pokok untuk menggerakkan dan
me ngarahkan pembangunan dalam berbagai bidang.Pola Dasar

ini akan menjadi panduan dasar bagi penyusunan rencana pem­
bangunan daerah jangka menengah ( lima tahun ) daerah.

3. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang mempunyai

sifat sebagai berikut :

a. Bersifat umum yang memuat garis-garis besar, berisi nila i­
nilai yang bersifat tetap, strategis dan praktis untuk menca­
pai sasaran ·pembangunan dalam jangka waktu 25 - 30 ta­
hun

b. Bersifat norma tit, yang berorientasi ke rna sa depan sehingga
terwujud ·suatu pembangunan yang dinamis dalam rangka
mewujudkan pernbangunan manusia seutuhnya dan pemba­
ngunan rna syarakat Indonesia.

4. Penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Paniang
dilatarbelakang i oleh pengalamanrna sa lalu dan ke inginan un­
tuk me ncapa i kemajuan serta hasrat untuk menikmati hasil-hasil
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pembangunarr pada masa depan, yang merupakan penjelmaan
aspirasi rakyat Aceh dalam wadah negara kesatuan Republik
-~donesia.

. 5. Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai pada tahun 1945, rak­
yat Aceh bersama-sama dengan rakyat daerah lainnya, secara gi­

gih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semenjak itu
rakyat Aceh secara bertahap berusaha melepaskan diri dari
ketinggalan dan keterbelakangan;' dengan upaya membangun

.bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan agama. Demikian
pula kultur politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945 yang telah semakinmantap agar diimbangi dengan
usaha .pembangunan berkesinambungan, Atas dasar pernikiran
yang rasional dan pragmatis dengan memperhatikan kondisi,
potensi aspirasi dan kemampuan daerah, semuanya itu dituang­
kan ke dalam perencanaan yang terarah dan terpadu dalam
suatu Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Propin­
si Daerah Istimewa Aceh.

B. KONDISI PAN POTENSI DAERAH.

1. Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan luas wilayah 55.390 kin
adalah wilayah yang beriklim tropis dengan musim .kemarau
.(antara bulan Maret sampaiAgustus) dan musim penghujan
(an tara bulan September sampai Februari). Curah hujannya
tidak merata. OJ pesisir barat-selatan dan wilayah tengah ter­
dapat curah hujan relatif banyak dari pada pesisir utara dan
timur.:

2. Daerah Istimewa Aceh memiliki habitat yang mernungkinkan
. perkembangan dan pelestarian hidup dengan beraneka ragam
flora dan fauna terma suk beberapa jenis tumbuhan serta billa­
tang langka yang diupayakan pelestariannya di Cagar Alam
dan Pusat Konservasi Hewan Liar Gunung Leuser. Lautnya
memiliki tanaman !aut yang dihuni oleh beraneka ragam ikan
hias yang langka.. Potensi alam yang langka ini memungkinkan
pengernbangan iIniu pengetahuan dasar dalam bidang botani,
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zoologi dan oseanografL

3. Topografi Daerah Istimewa Aceh terdiri atasgunung-gunung,
dataran rendah, danau dan pulau-pulau, baik yang berpendu­

;;;oduk rnaupun yang tidak berpenduduk. Jenis tanahnya terdiri
atas lapisan organosol, alluvial, podsolik merah kuning, latosoi,
regosol dan podsolik coklat.

4. Jumlah penduduk 3,297.268 orang dengan penyebaran pendu­
duk relatif tidak merata. Bagian barat selatan dan tengah­
tenggara dengan wiJayah yang luas berpenduduk relatifjarang,
sedangkan di bagian utara dan timur dengan wilayahnyayang
relatif sernpit berpenduduk padat,

5. Komposisi penduduk menurut kelompok umur sebagian besar
cenderung berusia muda. Kenyataan Inimerupakan tantangan
bagi penyediaan kesernpatan kerja, Mata pencaharian sebagian
besar penduduk rnasih di sektor pertanian,

6, Lahan pertanian dan padang alang-alang merupakan simber
potensial untuk pertanian dan peternakan, Sumber air yang
besar, terutarna yang melalui berbagai smgai bermuara ke pan­
tai barat, timur dan utara cukup kuat menunjang pertanian.

7. Struktur ekonorni Daerah Istimewa Aceh pada akhir Repelita
.;,; Keempat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih dorni­
'.. nan dalam produk domestik regional brute ( PDRB ) tanpa
z: .rninyak dan gas, yang disrsul oleh sektor perdagangan, jasa

pengangkutan dan komunikasi. Sungguhpun sektor pertanian
memegang peranan penting, namun produktivitasnya relatif
rendah, karena rendahnya kualitastenaga kerja, terbatasnya
sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi yang masih
bersahaja.

8. Ekspor daerah ini didominasi oleh minyak, gas alam cair,
condensate dan LPG, seciangkan komoditi nonmigas relatif
kecil, padahal komoditas nonmigas ( kopi, karet, kelapa sawit,

kayu, semen, pupuk dan udang ) cukup potensial bila dikern­
bangkan menjadi komoditi ekspor. Banyak faktor yang mempe­
ngaruhi kegiatan ekspor diantaranya prasarana jalan, pelabuhan
dan sarana penuniang lainnya yang'belum memadai.
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9. Kondisi prasarana perhubungan darat yang relatif baik adalah
mas jalan negara di pantai timur - utara dan mas jalan provinsi
yang menghubungkan kota di pantai barat- selatan; sedangkan
rwis-rulls""j~n yang menghubungkan kota di bagian tengah
(pedalaman) relatif masih kurang baik/kritis.

I Q. Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi ekonomi yang
relatif cukup besar, baik migas rnaupun nonmigas, Pengolahan
sumber gas alam telah banyak merna sukkan devisa bagi negara
dan telah menumbuhkan\ berbagai industri kimia dasar dan in­
dustri hulu lainnya.

11. Daerah Istimewa Aceh mempunyai potensi produksi pertanian
dan kehutanan yang cukup besar, baik produksi pertanian pa­
ngan, palawija dan hortikultura; produksi pertanian perdaga­
ngan seperti karet, kayu, cengkeh, pala dan minyak at seri mau­
pun produksi perikanan sepertiudang dan hasil-basillaut lain­
nya.

12. Daerah Istimewa Aceh juga kaya dengan bahan tambang dan
galian, seperti minyak, batu bara, ema S, timah, tembaga, mar­
mar, perak, dolomite, koral dan kerikil. Sumber daya alam
yang potensial tersebut membuka kesempatan bagi daerah ini
untuk berkembang me njadi daerah industri.

13. Pantai timurAceh adalah pintu gerbang rnasuknya agama Islam
ke Nusantara Indonesia. Agama Islam yang telah menyatu ke
dalam kehiupan rnasyarakat .Aceh merupakan modal dasar

, yang cukup potensial bagi pembinaan sikap mental yang rnenun­
jang pembangunan, Demikian pula nilai-nilai budaya dan adat
istiadat yang berkembang dalam rnasyarakat eukup memberi­
kan motivasiguna-me ndorong pembangunan.

Co TU)UAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Jangka Panjang bertujuan untuk :

1. Mewujildkan suatu rnasyarakat yang adil, makmur, rukun dan
sejahtera lahir bathin yang merata rnaterial dan spiritual berda­

,sarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diridai
Allah Swt.
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2. Mengembangkan kepribadian rnasyarakat Aceh yang beriman
dan taqwa kepada Allah swr, berjiwa Pancasila, merniliki nilai
kepahlawanan, bekerja keras, rasional, berkualitas, percaya
pada diri sendiri dan berwawasan nusantara.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Umum

I. Pembangunan daerah dilaksanakandalam rangka pembangunan
manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat di
Daerah Istimewa Aceh, untuk menunjang pembangunan nasi­
onal

2. Pembangunan Daerah Jangka Panjang dilaksanakan secara ber­
tahap. Setiap tahap bertujuan untuk peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan seluruh rakyat dan memperkuat landasan
bagi pembangunan tahap berikutnya. Tahapan-tahapan pern­
bangunan daerah dimakaid meliputi serangkaian Repelita Dae­
rah.

Repelita Pertama, menitikberatkan pada usaha menghilangkan
isolasi daerahdan berbagai kendala yang menghambat .serta
menegakkan wibawa pemerintah dengan .prioritas yang diberi­
kan kepada perbaikan prasarana ekonomi, pembangunan perta­
nian dan irigasi tanpa rnengabaikan pembangunan prasarana
dan sarana sosial lainnya,

Repelita Kedua, menitikberatkan pembangunan sektor prasara­
na ekonomi yang menunjang perkembangan pertanian pada sek­
tor industri yang mendukung pertaniandan pembangunan bi
dang sosial budaya, .

Repelita Ketiga, .menitikberatkan pembangunan bidang prasara­
na ekonomi yang menunjang pengembangan pertanian; sektor
industri yang mendukung ipertanian, pengembanganindustri
yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan pernbangu­
nan bidang sosial budaya.

Repelita Keempat, menitikberatkan pernbangunan prasarana
ekonomi, sarana dan kelembagaan dalam rangka menunjang
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pengembangan pertanian, pemb inaan sumber daya manusia
dan pengembangan industri-industri hilir yang terkait dengan
tumbuhnya industri kunci

Repelita Kelima. menitikberatkan pengembangan dan keseirn­
banganpembangunan antar sektor dan antar wilayah dengan te­
tap memperhatikan pemb inaan srmb er daya manusia danalam
daJam rangka memperkuat landasan tinggal landas padaPelita
Keenam.

3.. Kebiiaksanaan pembangunan daerah a dalah konsisten dan
komplernenter dengan kebijaksanaan pembangunan nasional
yang berturnpu pada Trilogi Pembangunan dan disesuaikan
dengan konfigurasi, limitasi serta potensi daerah melalui ber­
bagai terobosan. Titik berat Pembangunan Daerah Jangka
Panjang adaJah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran
utama mencapai keseimbangan antara sektor pertanian dan in­
dustri Pembangunan bidang-bidang lainnya dilaksanakan sei­
rama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapaidalam
bidang ekonomi.

4. Pernbangunan Daerah Jangka Panjang memerlukan partisipasi
masyarakat seeara aktif dalam proses pembangunan, Partisipasi
aktif masyarakat diupayakan baik melalui lernbaga-lembaga
formal maupun informal.

5. Pembangunan daerah memerlukan investasi yang besar, baik
yang berasal dari sektor pemerintah rnaupun swasta. Oleh kare­
na itu diperlukan usaha yang smgguh-sungguh untuk mengarah­
kan investasi dan tabungan pemerintah yang bersumber dari ta­
bungan masyarakat, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dan
Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD), Swasta dan Koperasi
akan mernegang peranan penting dalarn pembentukkan modal
untuk menggerakkan kegiatan pembangunan daerah., .

6. Kebijaksanaan Bidang - bidang Sektoral Pembangunan sebagai
berikut:

a. Bidang Ekonomi.

I) Pembangunan ekonomi mengandung arti menggerakkan
potensi ekonomi dengan pengalokasian simber daya se­
caraefisien, sehingga terciptanya suatu hasil nyata yang
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optimal. Kekuatan ekonomi akan diwujudkan melalui
pemanfaatan sumber daya yang ada, penanaman modal,
kemampuan pengelolaan, peningkatan sumber daya rna­
nusia serta perluasan kesempatan kerja, pemanfaatan
tekno logi maju dan tepat guna pengembangan industri
pariwisata dan peningkatan usaha kerajinan rakyat seba­
gai sumber devisa nonmigas, Pemanfaatan modal dan
teknologi dari luar dapat dipertimbangkan, sepanjang t~

dak merugikan kepentingan daerah dan nasionaL

2) Pertumbuhan ekonomi diusahakan agar lebih besar dari
pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per: bpi­
ta nyata dapat terus meningkat, Seiring denganitu ha­
rus pula terjamin pembagian pendapatan yang lebih me­
rata bagi selurnh lapisan masyarakat. Proses peningka­
tan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan
efektif dan efisien, sehingga golongan ekonomi lemah
dapat berperan lebih nyata dalam setiap kegiatan eko­
nomi. Monopoli ekonorni baik perorangan maupun
kelompok yang rnerugikan masyarakat harus dicegah.
Pembangunan ekonomi diupayakan agar memperkecil
kesenjangan antara daerah pedesaan dengan perkota­
an.

b. Bidang Agama dan Sosial Budaya

I) Pembangunan di bidang agama dan sosial budaya diarah­
kan kepada pemahaman, penghayatan dan pengamalan
nilai-nilai agama dan sosial budaya daJam upaya mencip­
takan kehidupan rna~yatakat yang berlogika, beretika
dan berestetika,

2) Jiwa dan semangat keislaman serta patriotisme yang dio
miliki rakyat Aceh akan terus dikembangkan dan dijad~

kan sebagai landasan dim motivator untuk meningkat-
kan usaha-usaha pembangunan. .

3) Kebudayaan daerah yang selaras dengan nilai gama Islam
yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan; kegotong­
royongan yang menunjang pembangunan akan terns d~
lestarikan dan dikembangkan serta merupakan srmber
tenaga pendorong bagi usaha pembinaan kepribadian
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masyarakat Aceh dan kepribadian bangsa.Sebaliknya
adat kebiasaan rnasyarakat yangbersifat negatif dan
un sur-unsur kebudayaan luar yang merusak kepribadian
dan nilai-nilai budaya bangsa dicegah dan dihilangkan,

4) Nilai-nilai dan peninggalan sejarah dan budaya Aceh
akan terus dilestarikall dan dikembangkan, Demikian
pula dengan kesenian dan adat istiadat Aceh. Disamping
itu perlu diciptakan Tklim yang mendorong seniman
kreatif untuk mencipta dan mengernbangkan karya seni
budaya.

5) Peinbangunan pendidikan diarahkan kepada usaha pe­
ningkatan mutu, pemerataan dan relevansinya dengan
kondisi dan kebutuhan daerah dannasional,

c. Bidang PoIitik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan
dan Media Massa :

I) Pernbangunan bidang politik dititikberatkan pada pe­
ningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan ber­
rnasyarakat, berbangsa daubernegara berdasarkan Pan­
casila dan Undang-undarig Dasar 1945,sehingga partisi­
pasi aktif rnasyarakat akan serna kin meningkat.

2) Untuk dapat rterwujudnya kehidupan politik yang de­
mokratis, stabil, dinamis dan efektif serta memperkokoh
kehidupan berkonstitusi, rnaka periu diciptakan kondisi
dan situasi pendukungnya, antara lain dengan mengupa­
yakan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan
berwibawa serta mengefektifkan peranan pengawasan
melekat,pengawasan DPRD, pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat.

3) Pembangunan politik di daerah diarahkan untuk men­
ciptakan ildim yang memungkinkan bagi organisasi - or­
ganisasi kekuatan sosial politik untuk mengernbangkan­
fungsi dan peranannya, terutarna sebagai wadah peng­
hirnpun dan penyalur aspirasi masyarakat, Sejalan de­
ngan itu organisasi kekuatan sosial politik perlu me­
melihara kerukunan, ke ikhlasan, kedewasaan berpikir
sehingga menjaga kehormatan, harga diri dan martabat
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serta mengutarna kan kepentingan daerah/nasional di
atas kepentingan pribadi dan golongan,

4} Pernbangunan Aparatur Pernerintah diarahkan kepada
pernbentukan watak abdi negara dan abdi masyarakat
yang loyal, penuh dedikasi, bersih, berdisiplin, berwiba­
wa dan dalam melaksanakan tugas senantiasa dilandasi
oleh semangat penabdian kepada bangsa dan negara.

5) Pernbangunan hukum diarahkan kepada terwujudnya
kepastian hukum bagi segenap anggota masyarakat dan
sekaligus menumbuhkan kesadarannya tentang.hak .dari ..
kewajiban sebagai warga negara demi tegaknya keadilan
dan perlindungan terhadapharkat dan martabat manu­
sia.

6) Pembangunan penerangan dan media massa diarahkan
untuk menunjang pembangunan di sektor lainnya. Da­
lam jangka panjang kegiatan penerangan dan media mas­
sa harus semakin ditingkatkan dan dapat menyentuh
seluruh relung-relung desa yang ada.

Bersama dengan itu kwalitas inforrnasi yang disajikan
harus se padan dengan tuntutan perkembangan keadaan.
Pembangunan penerangan dan media massa harus dapat
menumbuhkan dan mengernbangkan rasa kesatuan dan
persatuan bangsa.

d. Bidang Ketentraman dan Ketertihan Masyarakat.

Selain pernbangunan di bidang ekonomi, agama, politik
dan sosial budaya, kegiatan pernbangunan juga ditujukan
untuk rnewujudkan ketertiban dan ketentraman dalarn
masyarakat dalam rangka mernaritapkan sistem hankarn­
rata. Pembangunan dalam bidang ini merupakan kondisi
dalam rangka memantapkan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara serta menjamin kelangsungan pembangunan itu
sendiri

7. Kebijakllllllaan Spatial

Untuk memperkecil kesenjangan pembangunan, baik an­
tar maupun intra wilayah di daerah, dikembangkan kebijak-
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sanaan spatial, di samping kebjuksanaan sektoral secara terpadu
dan menyeluruh sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan ~atial dilaksanakan dengan \membagi Dae­
rah Istirnewa Aceh ke dalam beberapa wilayah pernbangu­
nan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua zone, yaitu
Zone Industri dan zone Pertanian. Pembagian Daerah IsH·
mewa Aceh ke dalam wilayah-wilayah pembangunan telah
dimulai sejak Repelita pertama, sedangkan pengelornpokan­
nya ke dalam dua zone dimulai pada Repelita Kelima.

b. Kebijaksanaan spatial mernberikan beberapa keuntungan,
yaitu :

I) Pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih
seimbang dan merata serta saling menunjang dan saling
mengisi

2) Koordinasi dan konsistensi usaha pembangunan dapat
dilaksanakan secara maksimaL

3) Pengelompokan empat wilayah ke dalam dua zone pem­
bangunan dapat membantu pelaksanaan pernbangunan
yang lebih merata antara daerah,

c. Kebijaksanaan spatial tidak hanya berorientasi kepada bi­
dang ekonomi, tetapi juga kepada bidang lainnya.

d. Kerja sarna antar propinsi di Suma tera perlu ditingkatkan
untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berimbang
terutama mengenai penyernpurnaan prasarana dan fasilitas
penunjang.

E. CATATAN

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini adalah
landasan pokok bagi penyusunan POIa Umum Pernbangunan Daerah
Jangka Menengah, yaitu Pola Umurn Pernbangunan lima .Tahun
Kelima Daerah yang dituangkan dalam Repelita Daerah dan penyu­
sunannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah,
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BAB III

POLA UMUM PELITA KELIMA DAERAH

A. PENDAHULUAN

I. Sebagai tahap akhir Pembangunan Daerah Jangka Panjang
Pertama, maka dalam Pelita Kelima Daerah sebagai kelanjutan
dan peningkatan dari Pelita Keempat akan lebih dimantapkan
lagi kerangka landasan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
rangka menyongsong Pelita Keenam untuk memasuki tahap
tinggal landas.

2. Berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, dan
belajar dari pengalaman selama empat Pelita, ternyata masih
banyak tantangan dan masalah yang masih harus diselesaikan.
Menyadari hal tersebut, maka dalam Pelita Kelima diusaha­
kan pemecahannya untuk mencapai sasaran Pembangunan
Daerah Jangka Panjang 25 tahun pertama.

3. Dalam Pelita Kelima Daerah upaya peningkatan kualitas rna­
nusia sebagai sumber daya insani semakin digalakkan, karena
manusia merupakan kekuatan utama pembangunan dan seka­
ligus menjadi tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, perlu
dikemb angkan suasana yang semakin membangkitkan peranan
masyarakat secara aktif dan dinamis. Demikian pula akan di­
lanjutkanupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang memadai dan
merata. Sehubungan dengan hal tersebut dikembangkan usaha
pemerataan pembangunan antarsektor. dan antarwilayah serta
melanjutkan dart -meningkatkan penanganan masalah-masalah
sosial ekonomi yang belum terpecahkan, seperti masalah ko­
perasi, pendidikan, kependudukan, lapangan kerja, pemba­
ngunan daerah terpencil/kepulauan dan masalah-masalah la­
innya.

4. Dalam Pelita Kelima Daerah pelaksanaan kebijaksanaan pem­
bangunan daerah tetap bertumpu pada trilogi pembangunan
sebagaimana d itetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Ncgara.

324



5. Pelita Kelima Daerah meliputi jangka waktu I April 1989
sampai dengan 31 Maret 1994.

B. TUJUAN

Sejalan dengan tujuan Pelita Kelima Nasional dan Pola Umum
Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pembangunal1
Lima Tahun Kelima Daerah Istimewa Aceh ialah :

Pertama

Kedua

Ketiga

Menunjang program pernbangunan nasional yaitu
meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kese­
jahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan
adil, baik materiil maupun spiritual.

Melanjutkan usaha pemerataan pembangunan an­
tarsektor dan antarwilayah dengan memanfaatkan
potensi-potensi daerah yang meliputi sumber daya
alam dansumber daya manusia.

Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pern­
bangunan daerah berikutnya.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

I. Sesuai dengan Po1a UmumPembangunan Daerah Jangka Pan­
jang dan tujuan pernbangunan terse but, maka prioritas pern­
bangunan dalam Pelita Kelima Daerah diletakkan pacta bidang
ekonomi dengan titik berat pada :

a. Prasarana ekonomi untuk menunjang produksi, memper­
mudah perhubungan serta memperlancar roda perekono­
mian daerah dan nasional.

b. Peningkatan produksi baik produksi pertanian, produksi
industri maupun produksi jasa. Peningkatan produksi per­
tanian ditujukan untuk memantapkan swasembada pangan
serta meningkatkanhasil dan mutu komoditas pertanian
lainnya guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri,

c. Peningkatan pemasaran dalam dan luar negeri terutama
.dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas.

d. Pembangunan kependudukan dan pemukiman dengan tu-
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juan untuk memanfaatkan dan meningkatlcan sumber daya
manusia serta menjaga kelestarian lingkungan dan pernu­
kiman.

e.. Peningkatan pendapatan dan pembentukan/pemupukan mo­
dal untuk membiayai pembangunan daerah 'pada semua
sektor dari berbagai sumber, terutarna dari investasi masya­
rakat/swasta.

2. Prioritas pembangunan tersebut dititikberatkan kepada tiga
sektor pernbangunan, yaitu :

a. Sektor perhubungan yang ditujukan terutama untuk pem­
bangunan sarana produksi dan pembukaan daerah mulai
dari pantai barat ke timur dan wilayah tengah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh.

b. Sektor pertanian untuk .Iebih memantapkan swasembada
pangan serta rneningkatkan komoditas ekspor norunigas.

c. Sektor industri untuk menciptakan struktur ekonomi
daerah yang seimbang. Pada sektor ini penekanan Iebih
diberikan kepada industri kecil/kerajinan dan industri
a~~ah. '

3. Dalam kaitannya dengan pengelompokan wilayah pemba­
ngunan ke dalarn dua zone rnaka titik berat pembangunan ter­
sebut disesuaikandengan kondisi dan kebutuhan masing-masing
zone tersebut, yaitu :

a. Zone Pertanian

I) Pembangunan prasarana untuk memenuhi kebutuhan
dasar dan membuka isolasi daerah.

2) Peningkatan produksi pertanian terutama produksi
komoditas perkebunan dengan' dukungan agro indus­
tri yang berada di wilayahnya.

3) Pengefektifan pemasaran dan perdagangan, baik dalam
maupun luar negeri untuk hasil-hasil pertanian serta
jasa perdagangan lainnya.

4) Pembangunan kependudukan dan pemukirnan untuk
meningkatkan keterampilan penduduk serta penyedia-
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an pemukiman yang layak dengan tidak mengabaikan
pelestarian alam dan lingkungan hidup.

5) Peningkatan pendapatan petani secara keseluruhan.

6) Pembangunan danpembinaan sektor industri tetap di­
perhatikan.

b. Zone Industri

I) Pembangunan prasarana perhubungan dan komunikasi
yang dapat memperlancar jasa-jasa dunia usaha.

2) Peningkatan produksi industri, baik industri hulu mau­
pun industri hilir dengan tidak mengabaikan pening­
katan produksi pertanian yang dapat mendukung in­
dustri.

3) Mengefektifkan pemasaran dan perdagangan, baik da­
lam maupun luar negeri untuk hasil-hasil industri serta
peningkatan jasa perbankan yang mendukungnya.

4) Pembangunan kependudukan dan pemukiman untuk
.-IIleningkatkan sumber daya manusia dan tetap menjaga

kelestarian lingkungan.

5) Peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka mem­
perbesar investasi dan tabungan baik pemerintah mau­
pun masyarakat,

6) Pembangunan dan pembinaan sektor pertanian tetap di­
perhatikan.

4. Sejalan dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi,
maka pembangunan dalam bidang agama, sosial budaya, poli­
tik, keamanan, keteriiban daerah dan lain-lain ditingkatkan
secara berimbang dan Saling rnenunjang dengan pernbangunan
ekonomi dengan titik berat pada usaha meningkatkan keiman­
an!ketaqwaan, kerukunan hidup, keseimbangan nilai-niJai
materiildan spritual, keamanan dan kesejahteraan lahiriah
dan batiniah. Hal ini akan lebih menjamin ketahanan nasional
dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara,
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n ARAII /JAN KERIjAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

UMUM

I. Dalam Pclita Kelima Daerah, arah dan kebijaksanaari pemba­
ngunan yang ditempuh selama PeJita Keernpat periu dilanjut­
kan serta ditingkatkan dalam rangka perbaikan taraf hidup
dan kesejahteraan materiil dan spiritual yang merata bagi se­
luruh rakyat. Pembangunan daerah di segala bidang diarahkan
untuk mernantapkan kestabilan ekonomi dan politik dalam .
rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Na-:
sional. Stabilitas ekonomi dan politik di daerah merupakan
prasyarat bagi usaha pembangunan da!am upaya lebih me­
mantapkan kerangka landasan bagi tahap tinggal landas.

2. Dalam upaya memperkuat landasan tahap pembangunan beri­
kutnya perlu dipereepat laju pertumbuhan ekonomi daerah
dengan rnengikutsertakan peranan swasta dan partisipasi ma­
syarakat seeara penuh. Untuk itu perlu diusahakan suasana
daerah yang lebih serasi, adaptif dan kreatif dalam rangka
pengembangan sektor pertanian, industri, perhubungan dan
pariwisata, pertambangan dan energi, perdagangan dan kope­
rasi yang mend ukung terwujudnya suatu struktur ekonomi
daerah yang seimbang sesuai dengan potensi sumber daya
yang tersedia.

3. Pemerataan pernbangunan ke seluruh wilayah sernakin diting­
katkan danpembangunan di segala bidang kehidupan diarah­
kan untuk meningkatkan Juju pertumbuhan antarwilayah dan
prioritas. diberikan kepada daerah kepulauan, daerah terisolasi,
daerah minus dan daerah padat penduduk. Untuk menunjang
pernerataan pernbangunan maka pernbangunan prasarana per­
hubungan serta sarana ekonomi dan sosia! perlu lebih diting­
katkan seeara terpadu dan merata yang didukung oleh prakar­
sa masyaraka t.

4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban daerah yang sehat
dan dinamis akan semakin ditingkatkan dan dikembangkan baik
di bidang ekonorni rnaupun di bidang politik dan sosial budaya
untuk memantapkan dan rnenjamin kelangsungan dan keberha-
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silan pernbangunan daerahdan nasionaL

5. Pembangunan pada Pelita Kelima Daerah mernerlukan pernbia­
yaan yang memadai melalui sumber dari Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Pusat serta rnasyarakat. Pembiayaan melalui
sumber bantuan : luar negeri merupakan pelengkap. Dengan
demikian penerimaan daerah akan lebih ditingkatkan dengan
menggali sumber-sumber penerimaan bam, di samping mengin­
tensifkan dan mengefektifkan penerimaan daerah yang telah
ada.

KEBIjAKSANAAN SEKTORAL

I. Pembangunan perhubungan yang mencakup pembangunan
prasarana perhubungan darat, laut, udara serta kornunikasi
perlu ditingkatkandalam rangka memacu dan mempercepat
proses pelaksanaan pernbangunan daerah di segala bidang dan
memperlancar arus mobilitas ekonomi dan sosiaI.

2. Pembangunan pertanian secara luas perlu terus dikernbang­
kan untuk meningkatkan produksi dan mutu serta mernper­
luas penganekaragaman hasil pertanian yang dapat memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung industri serta
memperbesar ekspor non migas melalui perbaikan pola tanam,
pasca panen, penerapan .teknologi tepat guna, penyediaan sa­
rana produksi yang memadai, tepat waktu dan murah serta
kebijaksanaan harga yang layak bagi petani, prosedur melalui
intensifikasi, ekstensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan peng­
anekaragaman komoditas berdasarkan keunggulan komperatif
dan prospek pasar pengembangan dan pemanfaatan [teknologi
tepat guna, penyuluhan dan peningkatan effisiensi, penyediaan
sarana dan prasarana serta pengembangan informasi pasar.
Pembangunan pengairan melalui usaha-usaha eksploitasi, reha­
bilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang ada serta pernba­
ngunan irigasi baru terutama di zona pertanian.
Disamping itu diusahakan peningkatan pendapatan dan taraf
hidup petani, petemak dan nelayan, pendorongan kegiatan
transrnigrasi dan perluasan kesempatan kerja".

3. Pernbangunan industri diarahkan untuk mewujudkan struktur
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ekonomi daerah yang seimbang dengan jalan mendorong ke­
gairahan masyarakat dalam mengernbangkan usaha industri
menengah dan aneka industri untuk meningkatkan volume
ekspor barang-barang industri dan untuk mernenuhikebutuhan
masyarakat. Di samping itu diusahakan peningkatanminat ma­
syarakat dalampenggunaan hasil industridalam negeri.

4: Pengembangan sumber daya manusia perlu diselenggarakan
secara rnenyeluruh terarah dan terpadu di berbagai bidang,
terutama kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan latihan
serta penyediaan Iapangan kerja, Dengan demikian dapat di­
tingkatkan kualitas manusia Indonesia serta pendayagunaan
potensi penduduk yang besar sebagai salah satu modal dasar
pembangunan nasional. Pengembangan sumber daya manusia
ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang
berbudi luhur dan taqwa, tangguh, cerdas dan terampil, man­
diri dan merniliki rasa kesetiakawananybekerja keras, produk­
tif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta berorientasi kepada
masa yang akan datang. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia diselaraskan dengan persyaratan keterampilan, keah­
!ian dan profesi yang dibutuhkan dalam semua sektor pemba­
ngunan.

5. Dalam Pe!ita Kelirna pembangunan transmigrasi perlu diting­
katkan untuk menunjang program nasional dalam upaya mem­
perluas lapangan kerja, mernperbaiki taraf hidup rakyat dan
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengupa­
yakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Untuk keberha­
silan usaha ini perlu ditunjang oleh pembangunan dan pengern­
bangan sektor lainnya.

6. Dalam peningkatan pernbangunan ekonomi daerah perlu dikem­
bangkan dan dimantapkan iklim yang menggairahkan untuk
memungkinkan penanaman modal, baik penanaman modal da­
lam negeri (pMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
Usaha ini akan ditempuh dengan meningkatkan pelaksanaan
deregulasi dan debirokratisasi di segala bidang dim sektor.

7. Sumber energi yang relatif besar perlu dirnanfaatkan untuk
kepentingan pernbangunan daerah.
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8. Pernbangunan sektor-sektor lainnya yang telah dilaksanakan
dalam Pelita IV periu diteruskan dan dilanjutkan dalarn .Peli-

'\;.'

ta V.

KEBUAKSANAAN SPATIAL

I. Pembangunan daerah ·dilaksanakan secara terpadu, serasi dan
seimbang serta diarahkan pada usaha peningkatan pemerataan
dan keserasian laju pertumbuhan antarwilayah melalui pengern­
bangan zone industri dan zone pertanian. Pembagian zone
dan wilayah pembangunan disesuaikan dengan potensi dan
tingkat kernajuan pembangunan daerah, Pernbangunan wilayah
Aceh dibagi dalam zone dan wilayah pengernbangan didasar­
kan kepadabeberapa faktor sebagai berikut :

I) Dominasi poia prod uksi.
2) Kondisi prasarana perhubungan dapat menunjang mobili­

tas ekonomi dan sosial,
3) Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mung-

kin dimanfaatkan.
4) Kondisi sosio-kultural,
5) Batas-batas administrasi pemerintahan,
6) Kemungkinan pengernbangan zone dan wilayah pernba­

ngunan sebagai suatu kesatuan daerah perencanaan.

2. Berdasarkanfaktor-faktor tersebut, maka Daerah Istimewa
Aceh dibagi atas 4 wilayah pembangunan, yang dikelompokkan
ke dalam 2 zone yaitu :

I) Zone Pertanian.
Zone pertanian meliputi wilayah Pernbangunan I (WP-I)
yang terdiri alas Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat
dan Aceh Selatan, dan Wilayah Pembangunan IV (WP-IV)
yang terdiri atas Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah
dan Aceh Tenggara,

2) Zone Industri,

Zone industri meliputi Wilayah Pernbangunan II (WP-II)
yang terdiri atas Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie, Aceh
Besar, Kotamadya Banda Aceh dan Sabang, dan "Yj!ayah
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Pernbangunan'Hl (WP--III) yangtenliri atas Kabupaten Dae­
rah Tin:Jat II Aceh Utara dan Acch Tirnur.

3. Tujuan pembagian Daerah ke dalam dua zone tersebut adalah
untuk mewujudkan keseimbangan pernbangunan antarsektor
dan antarwilayah.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

EKONOMI

I. Pertanian dan Pengairan,

a. Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian pangan,
perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan dilaku­
kan untuk meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan
dan taraf hidup petani, rnemperluas kesernpatan kerja dan
berusaha, menunjang kebutuhan daerah dan nasional serta
meningkatkan volume ekspor nonmigas. Peningkatan usaha­
usaha pertanian juga dilakukan melalui peningkatan efisien­
si dan sifat-sifat kemandirian yang mantap yaitu dengan me­
manfaatkan keJembagaan petani dan tata guna tanah.

b. Peningkatan produksi tanaman pangan untuk memantapkan
swasembada pangan, baik beras maupun bukan beras terus
ditingkatkan. Selain itu peningkatanpemanfaatan mekani­
sasi, perluasan dan 'pemanfaatan lahan basah, kering, peka­
rangan dan rawa-rawa secara optimal.

c. Peningkatan produksi perkebunan guna meningkatkan eks­
port .serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan keperluan
industri dalam negeri. Upaya pengembangan perkebunan
rakyat antara lain dengan mengikut sertakan peranan
perkebunan besar (negara dan swasta) .baik melalui poIa
partial, pola UPP, pola PIR maupun pola bapak angkat yang
saling menguntungkan.

d. Peningkatan produksi perikanan, baik perikanan laut, air
payau maupun air tawar dilakukan secara terus mcnerus
dengan memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan
yang ada dan dengan memperhatikan kemungkinan pengern-
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bangan komoditas ekspor nonmigas sub sektor perikanan.
Dengan demikian akan dapat ditingkatkan produksi dan
produktivitas nelayan dan petani untuk meningkatkan pen­
dapatan dan perluasan kesernpatan kerja sekaligus mening­
katkan konsumsi ikan dalam rangka peningkatan gizi ma­
syarakat,

e. Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi kebu­
tuhan pangan dan gizi diusahakan peningkatan hasil ter­
nak, persatuan ternak maupun hasil temak per satuan ke­
luarga dengan memperluas wilayah pengernbangan peter­
nakan dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber pro­
duksi ternak yang baru, Di samping itu perhi diusahakan
dan ditingkatkan keanekaragaman jenis temak serta pe­
ningkatan pembinaan terhadap tata dan pola pengern­
bangan peternakan. Usaha-usaha tersebut perlu ditunjang
dengan pemeliharaan kesehatan temak, penyuluhan dan
pembinaan serta penyediaan prasarana dan sarana. Perhatian
khusus perlu diberikan pada peternakan rakyat dengan me­
ningkatkan peranan koperasi serta keikutsertaan .. usaha­
usaha swasta.

f. Peningkatan produksi kehutanan ditujukan untuk menjaga
kelangsungan produksi hutan dan fungsi hutan sebagai pe­
nyangga ekosistem melalui pengawasan terhadap pengusa­
haan hutan, penyuluhan, penanganan perladangan berpin­
dah, konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).
Peningkatan produksi kehutanan diusahakan secara opti­
mal melalui intensifikasi hutan produksi dan penganeka­
ragamanproduksi,

g. Pembangunan pengairan mencakup usaha penyediaan air
irigasi yang cukup bagi pertanian, mengamankan areal
produksi dari kerusakan akibat banjir, mendukung per­
baikan dan pemanfaatan areal pertanian baru, penyediaan
air bagi masyarakat dan industri, penyediaan air bagi ke lis­
trikan dan perikanan,

h. Pemanfaatan jaringan-jaringan irigasi yang ada dan pengern­
bangan jaringan tertier dan kuartier dengan meningkatkan
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partisipasi masyamkat dalam pembuatan dan perawatan­
nya melalui organisasi keujruen blang.

2. lndustn.

a. Pembinaan dan pengernb angau industri diarahkan untuk
rnenciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih baik,
kokoh danseimbang dengan titik berat industri yang di­
dukung oleh pertanian yang tangguh. Untuk itu proses
industrialisasi lebih dirnantapk.m guna mendukung ber­
kembangnya industri sebagai penggerak pembangunan,
rnelalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, perluasan
lapangan kerja dan pembangunan masyarakat industri,
Di samping itu diarahkan pula agar terjadi perimbangan
dan pemantapan struktur industri dan keterkaitan antara
industri berskala besar, rnenengah dan kecil serta sektor
ekonorni lainnya, sehingga peranan industri dalam pereko­
nomian daerah semakin meningkat.

b. Pembangunan jenis industri yang menunjang sektor perta­
nian seperti industri yang mengolah hasil pertanian, balk
untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan dalarn
negeri serta industri yang menghasilkan peralatan dan sa­
rana produksi pertanian lebih ditingkatkan dan diman­
tapkan, terutama untuk mendukung pemhangunan zone
pertanian, sehingga pada saatnya nanti perekonomian
pada zone industri dan zone pertanian dalam Daerah Isti­
rnewa Aceh dapat tumbuh dan berkembang secara man­
tap dan seimbang.

c. Pengembangan industri hiJir diarahkan untuk mernperbe­
sar laju pertumbuhan ekonomi, meIalui keterkaitan usaha
para pelaku ekonomi seperti BUMN, BUMD, swasta dan
koperasi, sekaligus diarahkan pula untuk menciptakan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan dukungan
industri-industri besar{dasar sehingga dapat memperbesar
dampak positif keberadaan industri tersehut di wilayah
Industri Lhokseumawe.

d. Pengembangan zone industri didasarkan pada potensi yang
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dimiliki zone yang bersangkutan dengan mengutamakan
pemeliharaan keseirnbangan dalam penggunaan teknologi
eanggih dan teknologi tepat guna yang dapat menyerap
tenaga kerja yang lebih banyak, baik di daerah perkotaan
maupun di daerah pedesaan. Untuk maksud tersebut perlu
ditingkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, sumber
daya a1am dan sumber pembangunan lainnya, dengan te­
tap memperhatikan kelayakan ekonomi dan tata ruang ber­
landaskan kepada pembangunan industri .berwawasan ling­
kungan guna memelihara kelestarian sumber daya alam
serta rnencegah timbulnya kerusakan dan peneemaran ling­
kungan hidup.

e. Pembangunan industri keeil termasuk industri keraiinan
dan industri rumah tangga, dilanjutkan dan diarahkan un­
tuk memperJuas lapangan kerja, kesempatan berusaha, me­
ningkatkan ekspor, mengernb angkan budaya daerah, menun­
jang pengembangan pariwisata, menumbuhkan kemampuan
dan meningkatkan pendapatanpengusaha kecil dan peng­
rajin. Untuk itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan birn­
bingan teknis kewiraswastaan pengusaha kecil dan pengra­
jin, serta mengusahakan peningkatan mutu dan peranan ko­
perasi diiringi bantuan modal.

L .Usaha untuk menunjang pembangunan industri semakin
digairahkan melalui gerakan dan semangat penggunaan pro­
duksi dalam negeri/dalam daerah, kemampuan menghasilkan

. barang dan jasa dengan mutu dan harga bersaing serta pe­
layanan yang baik. Hal itu diusahakan pengembangan ke­
rnampuan tenaga kerja di bidang manajernen, keahlian, keju­
juran dan keterampilan industri; pengernbangan di bidang
pernasaran dan penelitian industri serta penerapan standar
industri.

3. Pertambangan.

a. Pembangunan pertambangan perlu terus dilakukan secara
terpadu dan serasi dengan pengembangan energi, pernba­
ngunan daerah serta pembangunan di berbagai sektor lain­
nya. Pembangunan pertarnbangan harus memperhatikan
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kebutuhan masa depan dan pengawasan secara rnenyeluruh,
sehingga terpeliharanya kelestarian lingkungan.

b. Pertambangan rakyat diarahkan dan ditingkatkan penge­
lolaannya, antara lain melalui penyuluhan, bimbingan
pembinaan usaha dan permodalan yang memadai. Usaha
ini juga terrnasuk pengernb angan dan pembinaan koperasi
pertambangan rakyat dalam rangka perluasan kesempatan
berusaha dan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan
dan taraf hidup para penamb ang,

c. Penanaman modal di sektor pertambangan, baik yang ber­
surnber dari dalam negeri (PMON) maupun yang bersumber
dari luar negeri (PMA) perlu terus didorong dan ditingkat­
kan.

4. Energi.

a. Pengembangan dan 'pemanfaatan energi diarahkan pada
pengelolaan energi secara hemat dan efisien. Hal itu perlu
diupayakan keanekaragaman surnber energi rnelalui usaha­
usaha untuk menemukan dan memanfaatkan sumber­
sumber energi alternatif yang potensial meliputi tenaga
air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga uap, batu
bara, gas alam, tenaga surya, biomassa dan gambut. Untuk
pengernbangan energi dimaksudperlu dilakukan penelitian.

b. Pemb angunan tenaga Iistrik perlu dilanjutkan dan diting­
katkan melalui penambahan kapasitas pembangkit Iistrik,
penambahan jaringan transmisi dan jaringan distribusi
bagi kota-kota Kabupaten, Kotamadya dan kota Keca­
matan. Di samping itu kemampuan pelayanan dan kean­
dalan serta program Iistrik masuk desa perlu lebih diting­
katkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kesejah­
teraan masyarakat.

c. Sumber energi yang besar seperti LNG dan LPG perlu di­
manfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri pada umurn­
nya dan daerah khususnya dalam rangka peningkatan
mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat banyak.
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5. Pethubungan dan Pariwisata.

a. Pembangunan perhubungan yang meliputi darat, laur, uda­
ra dan telekornunikasi serta pos dan giro diarahkan untuk
memperlanear arus manusia, barang dan jasa serta infor­
masi ke seluruh daerah. Dengan demikian pembangunan
perhubungan akan memperlancar roda perekonomian,
memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan dae­
rah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, pernbangunan perhubungan perlu dilak­
sanakan secara serasi dan terpadu dengan sektor-sektor
pembangunan lainnya serta antara berbagai jenis perhu­
bungan dan dengan selalu memperhatikan kelestarian ke­
mampuan sumber alam dan lingkungan serta penghernatan
penggunaan energi,

b. Pembangunan jaJan(jembatan dilanjutkan dengan mengu­
tamakan pemeliharaan, peningkatan ruas-ruas jalan lokal
dan jalan antarkota dan pembangunan jalan-jalan baru
yang menghubungkan pantai utara-timur dengan pantai
barat-selatan. Prioritas pembangunan jalan/jernbatan d ia­
rahkan bagi pemanfaatan daerah pedalaman untuk keperi­
tingan ekonomi dan pernukiman penduduk.

e. Pembangunan jasa angkutan umum untuk penumpang dan
barang dalam kota, antarkota, dan antardaerah ditingkat­
kan dan dikembangkan, sehingga tertib, teratur, lancar,
cepat dan efisien dengan biaya yang terjangkau olehmasya­
rakat. Demikian juga pembangunan angkutan sungai dan
penyeberangan ditingkatkan,

d. Pembangunan perhubungan laut d ilanjutkan untuk mening­
katkan pelayanan angkutan Iaut dan sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah, Pelabuhan laut di pantai
barat-selatan diusahakan pernbangunannya untuk menun­
jang rona pertanian sekaligus untuk memasarkan hasil
produksi pertanian agar dapat Iangsung di ekspor ke luar
negeri, Demikian juga pelabuhan di pantai utara dan timur
ditingkatkan kemampuannya dari keadaan sekarang ini.
Pelayaran reguler line agar diusahakan/ditingkatkan.
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e. Pernbangunan perhubungan udara makin ditingkatkan
kernampuannya baik bandar udara yang sudah ada mau­
pun lapangan terbang perin tis agar dapat menjangkau se­
mua daerah dan pulau terpenciJ.

f. Kereta Api Aceh yang sudah tidak berfungsi lagi perlu di­
rehabilitasi, dinorrnalisasi dan difungsikan, sehingga mam­
pu mengatasi, baik angkutan barang maupun penumpang
di masa yang akan datang.

g. Pembangunan telekomunikasi, pos dan giro perlu dilan­
jutkan untuk lebih menmgkatkan pelayanan kepada rnasya­
rakat, khusus pembangunan telekomunikasi ditekankan
pada perluasan jaringan dan saluran.

h. Pengembangan jasa meteorologi dan geofisika dilanjutkan
untuk menunjang keselamatan masyarakat pada umumnya.
Keselamatan penerbangan dan pelayaran diupayakan agar
mendukung kegiatan perhubungan, pertanian, perindus­
trian dan pertambangan.

i. Forum koordinasi pencarian dan penyelamatan di daerah
difungsikan secara optimal dengan memperkuat organisa­
si, memantapkan koordinasi serta mengembangkan kernam­
puan tenaga dan sarana agar dapat mengambil tindakan
yang tepat dan cepat dalam pencarian dan penyelamatan
jiwa manusia. Peranan jasa meteorologi dan geofisika untuk
pertanian, perindustrian dan pertambangan akan lebih di­
tingkatkan,

j. Pernbangunan kepariwisataan di Aceh perlu ditingkatkan,
baik wisata alam maupun wisata budaya, sebagai kegiatan
ekonomi yang dapat memperluas kesempatan berusaha
dan mernbuka lapangan kerja serta memperbesar peneri­
maan devisa dalam rangka pengembangan Daerah Istimewa
Aceh sebagai daerah tujuan wisata. Pembangunan kepari­
wisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan
sektor-sektor pembangunan lainnya serta tetap memelihara
kepribadian daerah dan lingkungan hidup. Di samping itu,
dikembangkan pula pembinaan obyek-obyek wisata dan
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sadar wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya.

6. Perdagangan.

a. Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk rnening­
katkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri, sehing­
ga lebih mernperlancar arus barang dan jasa, mendorong
pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan
yang sehat, menuniang peningkatan produksi, mengernbang­
kan dan meningkatkan ekspor, mernperluas kesernpatan
berusaha, meningkatkan dan meratakan pendapatan rakyat
serta memantapkan stabilitas ekonorni.

b. Pembangunan sektor perdagangan juga ditujukan untuk
peningkatan ekspor non migas, pemantapan pengadaan dan
penyaluran barang dan jasa, pembinaan dunia usaha khu­
susnya pedagang ekonomi lemah serta perlind ungan terha­
dap konsumen. Dalam hubungan ini diperlukan adanya
peningkatan kerja sarna terpadu antar instansi terkait..

7. Koperasi.

a. Pembangunan koperasi ditujukan agar koperasi tumbuh
dan berperan menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan me­
rupakan wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha
golongan ekonomi lernah, Pembinaannya diutarnakan pada
Koperasi Unit Desa (KUD) dankoperasi lainnya,

b. Peranan dan usaha koperasi perJu ditingkatkan dan d iper­
Juas di berbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian,
perdagangan, angkutan, kelistrikan dan lain-Iainnya. Untuk
mernpercepat pertumbuhan koperasi perJu didukung dan
dikembangkan kerja sarna antara koperasi dan usaha swasta/
negara.

c. Peningkatan peranan dan fungsi koperasi dilakukan dengan
kemampuan pengelolaan, baik dari segi kelembagaan rnau­
pun operasionalnya.

d. Peningkatankemampuan anggota koperasi dalammengelola
OJ:ganisasikoperasi, menghimpun dan rnemanfaatkan dana
untnk modal dan daJam melaksanakan pengawasan d iupa-
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yakan melalui latihan dan penyuluhan.

8. Pengembangan Dunia Usaha.

a. Pengembangan dunia usaha dilaksanakan dengan jalan me­
nyederhanakan prosedur perizinan usaha, mempermudah
prosedur pemberian kredit, membina kerja sarna yang baik
antar pengusaha daerah rnelalui KADlNdan rnernbentuk
lembaga yang dapat rnenyediakan informasi pasar baik da­
lam maupun luar negeri.

b. Kebijaksanaan pengembangan dunia usaha diarahkan pada
pembinaan dan peningkatan kernarnpuanpara pengusaha
terutama pengusaha ekonorni lemah, Di samping itu pelak­
sanaan deregulasidan debirokratisasi dilaksanakan sampai
pada tingkat pernerintahan yang terendah, sehingga akan
membantu dunia usahadalam pengembangan usahanya
secara efisien serta mampu bersaing di pasar dalam dan
luar negeri.

9. Tenaga Kerja.

a. Dalam rangka meningkatkan harkat, rnartabat dan taraf
hidup dengan jalan mernanfaatkan tenaga kerja yang ter­
sedia sebagai potensi utarna bagi pernbangunan daerah,
rnaka kebijaksanaan di bidang tenaga kerja diarahkan ke­
pada usaha perluasan lapangan kerja, pernerataan kesem­
patan kerja, peningkatan mutu serta perlindungan tenaga
keria disemua sektor pernbangunan.

.b. Perluasan dan pernerataan kesernpatan kerja serta pening­
katan kualitas \ tenagakerja secara menyeluruh harus tera­
rah pada pengendalian urbanisasi dan sekaligus pengern­
bangan daerah-daerah pedesaan melalui pengernbangan
usaha tradisionalserta sektor informal.

c. Dalam peningkatan kesejahteraan kerja secara menyeluruh
perlu ditingkatkan melalui perbaikansyarat kerja, kondisi
kerja dan hubungan kerja yang meliputi perbaikan upah
dan gaji, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan dalam
lingkungan kerja.
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10. Transmigrasi.

a. Pernbangunan transrnigrasi harus berorientasi pada pengem­
bangan wilayah dan peningkatan produksi dengan pola
usaha tani terpadu, yang dikaitkan dengan upaya pengem­
bangan industri pengolahan hasil pertanian dan usaha per­
dagangan di daerah transmigrasi, Pemanfaatan dan penye­
diaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan serta pengern­
bangan koperasi dan partisipasi dari pengusaha swasta.

b. Penentuan lokasi transmigrasi diarahkan sejalan dengan
strategi perwilayahan pembangunan daerah dalarn pengern­
bangan zona pertanian dan zona industri.

c. Pengernbangan transmigrasi sernakin diarahkan pada trans­
migrasi swakarsa dan diimbangi dengan pembinaan yang
lebih intensif untuk rnengembangkan kegiatan produksi­
nya. Di sarnping itu perlu ditingkatkan keserasian antara
kehidupan transrnigran dengan rnasyarakat setempat.

II. Pernbangunan Daerah, Desa dan Kota.

a. Pembangunan daerah : dilaksanakan secara terpadU dan
serasi serta diarahkan untuk. mengernbangkan seluruh
aspek kehidupan di daerah sesuai dengan kondisi, potensi
dan prioritas daerah.

b. Dalam upaya lebih meningkatkan pembangunan daerah
serta pemerataannya perlu terns didorong peningkatan
prakarsa dan partisipasi masyarakat serta kemampuan
aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewuiudkan
otonorni daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.
Sejalan denganvitu perlu ditingkatkan pendapatan asli
Daerah termasuk penggalian sumber-surnber penerimaan
daerah baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional. Selain 'itu .perhatian khusus diberikan kepada
daerah .terisolir, terkebelakang, daerah minus dan daerah
kepulauanlperbatasan; serta desa-desa pantai.

c. Pemanfaatan potensi ekonomi daerah dengan mernperhati­
kan prinsip.prinsip efisiensi dan keunggulan kornparatif. .

,
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sehingga produk yang dihasilkan oleh daerah mampu ber­
saing d i pasar dalam dan luar negeri.

d. Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang secara lang­
sung berhadapan dengan masyarakat, perlu dibina dan
ditingkatkan peranannya. Fungsi meunasah sebagai sarana
keagamaan dan sosial perlu ditingkatkan menjadi sarana
pembangunan, terutama pembangunan ekonomi pedesaan
dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan rneningkat­
kan pendapatan serta taraf hidup masyarakat pedesaan.

e. Pembangunan masyarakat pedesaan terns ditingkatkan me­
lalui penciptaan iklirn yang mendorong tumbuhnya pra­
karsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Upaya pembina­
an masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kemam­
puan berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil
produksinya yang sekaligus menciptakan lapangan kerja,

f. Pembangunan perkotaan, balk sebagai pusat pelayanan
daerah hinterland maupun sebagai pusat pemukirnan perlu
dijaga dan dibina keserasian dalarn tingkat pertumbuhan.
Sehubungan dengan itu pembangunan perkotaan perlu di­
laksanakan secara berencana dan terpadu dengan memper­
timbangkan tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga fasi­
litas-fasilitas kota untuk menunjang berkembangnya fungsi­
fungsi kota dapat direncanakan dalarn suatu tata ruang
yang memenuhi persyaratan planologis.

g. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah balk di wilayah
perkotaan maupun di wilayah pedesaan perlu diupayakan
kesadaran penduduk secara terns menerus dalarn peman­
faatan potensi dan sumber alarn untuk meniaga dan mem-

o bina kelestarian lingkungan.

12. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

a. Meningkatkan usaha rehabilitasi Iahan dan konservasi ta­
nah kritis dan Iahan terbuka untuk memelihara sumber
daya tanah dan air bagi kebutuhan industri, pertanian dan
rumah tangga. Untuk tujuan yang sarna, ditingkatkan pula
penggunaan teknologi pertanian terhadap sumber daya
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alam seperti pemb uatan teras, pengelolaan padang rum put
dan pengelolaan hutan.

b. Menciptakan tata ruang yang tepat, cerma t dan terinci un­
tuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, sehingga
pembangunan dapat berkesinarnbungan.

c. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber day a alam da­
lam rangka penghernatan sumber daya yang tersedia.

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan
hidup yang serasi dan seimbang.

e. Meningkatkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan­
peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hid up.

AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

1. Agarna.

a. Pembangunan di bidang agarna diarahkan untuk memantap­
kan aqidah Islamiyah, iman dan taqwa kepada Allah swr
dalam rangka peningkatari amal ibadah dan kerukunan ke­
hidupan beragama sehingga memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa.

b. Peranan sarana peribadatan dan lembaga-lernbaga keagama­
an seperti mesjid, meunasah, Majelis Ulama, Dewan Mesjid,
Badan Harta Agarna , Dayah dan lain-lain semakin diting­
katkan dalam pembangunan daerah.

c. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah
terns ditingkatkan sebagai sumber pembiayaan pernba­
ngunan sesuai dengan syariat Islam.

d. Meningkatkan dakwah Islarniyah, fasilitas dan pelayanan
ibadah haji bagi umat Islam, termasuk pendayagunaan dan
penyempurnaan asrama haji.

2. Pendidikan.

a. Mengusahakan pengisian kurikulum rnuatan lokal yang le­
bih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, yang men­
cakup aspek ekonomi, sosial budaya, agama dan lingkungan

343



hid up.

b. Mengclcktifkan proses 'bclajar-mengajar di sekolah dan
'dayah-dayah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,
baik dengan cara meningkatkan penggunaan metode menga­
jar, memperbanyak alat-alat pelajaran dan laboratorium dan
mengusahakan pelaksanaan evaluasi hasil. belajar dan super­
visi pengajaran yang lebih obyektif.

c. Meningkatkan peranan guru sebagai pendidik dan pengajar
melalui penataran-penataran dan memberi tekanan pada
pembentukan watak dan sikap anak didik yang beriman daIl r

bertaqwa kepada Allah swr di samping pengernbangan pe­
ngetahuan dan ketrampilan.

d. Melanjutkan usaha-usaha mencukupkan tenaga guru dan pe­
nempatannya yang merata sesuai dengan kebutuhan nyata
masing-masing sekolah dengan memperhatikan tingkat kese­
jahteraan guru.

e. 'Mengintensifkan pengajariiii'·&.masa Indonesia di sekolah­
sekolah dan mengajarkan huruf Arab Melayu sebagai bagian
dari pengajaran bahasa Indonesia.

f. Memberi kesempatan yang luas dan bimbingan khusus ke­
pada anak-anak yang berbakat baik di sekolah umum rnau­
pun madrasah untuk mengembangkan kemampuannya se­
optimal mungkin dan memberikan beasiswa kepada anak­
anak yang berprestasi, tetapi tidak marnpu dalarn pernbiaya­
anpendidikannya.

g. Memperluas pendidikankejuruan pada tingkat SMTA dan
perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan akan tenaga
terampi! dan profesionalyang beriman dan bertaqwa kepa­
da Allah Swt.

h. Meuingkatkan usaha pembinaan sekolah danperguruan ting­
gi swasta serta program-program pendidikan luar sekolah da­
lam rangka mencerdaskan dan meningkatkan mutu kehidup­
an bangsa , khususnya dalam rangka pengembangan jiwa her­
wiraswasta.

i. Meucukupkau sarana dan fasilitas olah raga dan memasyara-
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katkan olah raga.

j. Menyempurnakan sarana danfasilitas perpustakaan sekolah,
perpustakaan umum dan madrasah dalam rangka meningkat­
kan minat baca.

3. Kebudayaan.

a. Mengembangkan kebudayaan daerah Aceh yang sejalan de­
ngan usaha untuk menunjang dan mernperkaya kebudayaan
nasional serta tertuju kepada tujuan pembinaan kepribadian
bangsa dan kepribadian masyarakat.

b. Meningkatkan usaha penggalian, pengernbangan dan peles­
tarian obyek-obyek sejarah dan kepurbakalaan serta nilai­
nilai budaya tradisional Aceh yang bersifat positif, antara
lain melalui kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA).

c. Meningkatkan apresiasi masyarakat Aceh terhadap bahasa,
kesenian dan adat, memberi penghargaan kepada seniman
yang berprestasi dalam rangka mendorong seniman kreatif,
berkarya dan meningkatkan mutu karyanya, memperbanyak
karya-karya tulis mengenai seni budaya Aceh untuk dapat
dipelajari oleh masyarakat serta mengusahakan beIjalannya
pendidikan kebudayaandaerah di sekolah.

d. Mengernbangkan suatu pola kebudayaan yang bersifat me­
nyeluruh dan terpadu serta berorientasi pada nilai-nilai aga­
rna, etika bangsa, estetika, tradisi dan modemisasi.

e. Mempertahankan dan mengembangkan gaya arsitektur
Aceh.

f. Meningkatkan fungsidan peranan Iemb aga-Iembaga kebu­
dayaan yang terdapat dalam masyarakat.

4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

a. Mengarahkan dan mendorong pengernbangan ilmu pengeta­
huan dan penelitian untuk dapat menguasai dan mencip ta­
kan teknologi, guna mempercepat proses pembangunan dan
pembahatuan dalam upaya meningkatkan marta bat dan ke­
sejahteraan masyarakat.
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b. Melanjutkan kegiatan-kegiatan penelitian ilmu pengetahuan
alam dan ilrnu sosial budaya secara terpadu dan berimbang
dalarn rangka menggali potensi sosiokultural dan mernper­
cepat proses alih teknologi,

c. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga-lernb aga .pendi­
dikan tinggi dan organisasi-organisasi profesi un tuk me­
ngernbangkan kemampuan profesionalisme di berbagai bi­
dang i1mu pengetahuan dan keahlian.

d. Mengefektifkan sistem informasi dan perstatistikan dalam
. rangka memenuhi kebutuhan data yang lengkap dan terper­

caya yang diperlukan untuk pernbangunan.

5. Kesehatan.

a. Meningkatkan derajat kesehatan melalui usaha-usaha yang
antara lain meliputi : peningkatan pemeliharaan kesehatan
ibu, anak dan remaja; peningkatan status gizi masyarakat;
peningkatan pemeliharaan kesehatan lingkungan; baik ter­
hadap pencernaran limbah industri dan sampah maupun
melalui perbaikan sanitasi dasar termasuk penyediaan air
bersih; pendidikan dan penyuluhan; pencegahan penyalah­
gunaan obat, narkotika serta minuman keras, terotama
oleh generasi muda; perbaikan mu tu rurnah sakit, puskes­
mas dan lembaga kesehatan lainnya serta peningkatan mutu
pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat yang
berpenghasilan rendah.

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terotama dituju­
kan pada usaha-usaha peningkatan kesehatan dan pence­
gahan terhadap penyakit, serta penanganan khusus terhadap
penyakit menular, di samping usaha-usaha pengobatan dan
penyernbuhan yang manusiawi.

c. . Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan
partisipasi masyarakat melalui Puskesmas, pos-pos pela­
yanan terpadu dan berbagai kegiatan lainnya disertai penga­
daan f'asilitas dan obat-obatan yang memadai.
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6. Kependudukan dllll Keluarga Bereaesna.
a. Pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan meliputi upa~a

pengendalian kelahiran dengan meningkatkan pelayanan ter­
hadap ibu dan anak, di samping itu diusahakan pula penye­
baran penduduk yang merata serta sesuai dengan pola pe­
ngembangan wilayah,

b. Pemerataan kesejahteraan dan perbaikan hidup, terutama
masyarakat terpencil dilaksanakan dengan pemukiman kem­
bali, supaya dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh
pemerintah.

c. Pelaksanaan program keluarga berencana perlu ditingkatkan
untuk kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan kelu­
arga kecil, bahagia dan sejahtera, sehingga terwujudnya rna­
syarakat yang sejahtera dan terkendali laju pertumbuhan
penduduk,

d. Pemantapan pelaksanaan keluarga berencana melalui pene­
rangan, penyuluhan dan pendidikan mengenai masalah ke­
pendudukan dan pendidikan KB bagi seluruh lapisan rnasya­
rakat, terutama generasi muda, melalui pendekatan kerna­
syarakatan seperti tokoh-tokoh masyarakat, alim ulal~a,
serta organisasi massa,pendekatan wilayah paripurna dan
desentralisasi managernen dan sistem informasi managernen..

e. Perluasan jangkauan kegiatan:'aart'pen.mgkatan kualitas pe­
layanan keluarga berencana melalui klinik-klinik KB, pos­
pos KBGampong dan pos KB Jurong ditujukan sarnpai
ke daerah terpencil dan pemukiman.

7. Perumahan danPenmkiman.

a. Mendorong badan-badan usaha swasta atau koperasi yang
bergerak dalam bidang konstruksi dan pernbangunan peru­
mahan untuk menyediakan perumahan rakyat dengan har­
ga yang terjangkau oleh golongan masyarakat yang berpeng­
hasilan rendah.

b. Menggalakkan prakarsa masyarakat dalarn melakukan pem­
bangunan dan pemugaran perumahan serta perbaikan per-:
kampungan ke 'areh peningkatan mUIU Iingkungan pemu-
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kimanyang lebih baik untuk rnewujudkan suasana dan iklirn
kehidlipan yang 'sehat,

e. Melanjutkan kegiatan penyediaan air bersih dan pernerata­
an penggunaannya dalarn melayani kebutuhan yang sernakin
meningkat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pe­
desaan.

de Melanjutkan pelaksanaan studi kelayakan ten tang kernung­
kinan pernbangunan dan pengernbangan pernukiman di ka­
wasan pusat-pusat industri besar dalam upaya mernelihara
pernbauran sosio-kultural masyarakat.

8. Kesejahteraan Sosial.

a. Meningkatkan rnutu pelayanan dan bimbingan sosial terha­
dap para penyandang eaeat dan masalah kcsejahteraan 50­

sial. seperti anak yatim, anak terlantar. anak lanjut usia ter­
Iantar, orang terlantar, pengernis. para tuna sosial, korban
beneana alam dan bencana lainnya, rnasyarakat terasing/
terisolir dan rehabilitasi sosial, untuk menunjang pernba­
ngunan.

b. Meningkatkan kernampuan serta mutu pelayanan dan birn­
bingan panti sosial, dengan usaha-usaha pendidikan dan
latihan-Iatihan keterampilan.

e. Meningkatkan usaha-usaha peneegahan tirnbulnya penna­
salahan sosial pada umumn ya dan khususnya eksploitasi
anak-anak dan wanita dalam bidang perburuhan maupun
bidang-bidang sosiallainnya. .

d. ~eningkatkan dan mengernbangkan peran serta masyarakat
dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, sebagai wujud tang­
gung jawab sosial rnasyarakat, serta meningkatkan kualitas
pilar-pilar partisipan dalam bidangkesejahteraan sosial an­
tara lain pekerja-pekeria sosial masyarakat (PSM). Karang
Taruna, organisasi-organisasi sosial dan kader kepemimpinan
sosial wanita.

e. Menggali, meneliti, membina, meningkatkan serta mengern­
bangkan sumber potenslkesejahteraan sosial antara lain ni­
lai-nilai budaya yang positif seperti kegotong-royongan, ke-
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setiakawanan sosial; .patriotisrne ; surnberpotcnsi alami dan
manusiawi; dan sumber dana kesejahteruan sosial dari rna­
syarakat.

9. Generasi Muda.

a. Meningkatkan dan mernantapkan peranan generasi muda
dalarn pembangunan untuk rnenjadi kader penerus bangsa
dan manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila, beriman
dan bertaqwa kepada Allah Swt, memiliki kesadaran ber­
bangsa dan bernegara, mernpertebal idealisme, patrio tisme,
kepribadian dan disiplin serta mengembangkan keterarn­
pilan,

b. Melanjutkan pembinaan dan pengernbangan generasi muda
untuk menjadi kader bangsa yang tangguh dan memiliki
wawasan kebangsaan yang luas dan utuh,

c. Mernantapkan fungsi dan peranan Badan Koordinasi Pernu­
da dan wadah kepernudaan seperti KNPI, Prarnuka, Karang
Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), remaja mes­
jid, organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi
dan organisasi fungsional pemuda lainnya. Perlu diusahakan
peningkatan fasilitas yang memungkinkan pengernbangan
berbagai kegiatan kepernudaan.

10. Peranan Wanita.

a. Meningkatkan peranan wanita dalam berbagai kegiatan
pernbangunan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat­
nya, Sehubungan dengan itu perlu d ikembangkan iklim so­
sial buday a yang lebih mernungkinkan wanita berperan da­
lam pembangunan,

b. Memantapkan peranan dan tanggung jawab wanita dalam
pengernbangan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, Khu­
susnya dalam pernbinaan generasi muda, peranan wanita
ditujukan pada pembinaan keluarga terutama anak dan re­
maja yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti gizi,
kesehatan, pendidikan termasuk pendidikan agarna, pertum­
buhan jasmani dan rohani, kecerdasan, kepribadian dan ke-
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serasian dalam hidup bermasyarakat,

c. Dalam rangka mendorong partisipasi wanitadalam pemba­
ngllnan perlu lebih dikembangkan kegiatan dalam mening­
katkan kesejahteraan keluarga melalui Pembinaan Kesejah­
teraan Keluarga (PKK) dan organisasi lainnya yang bergerak
dalam bidang sosialkewanitaarrdankeagamaan. .

POLlTIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM

PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. Politik.

a. Pernbangunan politik merupakan usaha untuk mernperda­
lam kesadaran akan 'pentingnya mernbangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pan­
casila yang perwujudannya melalui pelestarian dan imple­
mentasi norma-norma dan nilai-nilai demokrasi Pancasila
serta dilanjutkannya pernasyarakatan pedornan pengha­
yatan dan pengamalan Pancasila (P4).

b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewa­
jiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyara­
kat, berbangsa dan bernegara,

c. Pemantapan kornunikasi politik secara timbal batik antar
masyarakat dan antara masyarakat denganlembaga-lembaga
pemerintahan. untuk memperkokoh persatuan dan kesatu­
an bangsa.

d. Peningkatan peranan organisasi kekuatan sosial politik dan
organisasi kemasyarakatan, sebagai usaha peningkatan par­
tisipasi masyarakat untuk memantapkan stabilitas politik
yang sehat dan dinamis.

e. Kerja rsarna antara ulama dan umara akan ditingkatkan,
sehingga idealisme ulama dan fungsionalisme umara dapat
menj adi suatu kekuatan penggerak masyarakat untuk ber­
partisipasi menyukseskan pernbangunan dalam berbagai .
bidang.

f. Meningkatkan peranan lembaga kemasyarakatan di pede-
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saan seperti LMD. LKMD .. danPKK sebagai forum k9JI1uni­
kasi dan musyawarah dengan mengikutsertakan aJ;lggota
masyarakat yang potensial. . <~;"

.2; Aparatur Pemerintah.

a. Pembangunan aparaturpemerintah diarahkan untuk me­
ningkatkan pengabdian dart kesetiaannya kepada rcita-cita
periuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi aparatur
yang lebih .efisien, efektif', bersih dan berwibawa serta
mampu membaca tanda-tanda zaman dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintahandan pembangunandaerah dengan
baik.

b. Pembinaan, penyempurnaarrdan penday agunaan aparatur
pemerintah daerah termasuk perusahaan daerah yang meli­
puti kelernbagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian dilaku­
kan secara terus menerus, sehingga dapat meningkatkan ke­
mampuan, kedisiplinan dan keteladanan, baik sebagai abdi
negara maupun abdi masyarakat. Sejalan dengan itu peranan
aparatur pemerintah daerah dalam Repelita V semakin ber­
alih dari tugas pemerintah, mernimpln dan mengatur kepada
tugas mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan partisi­
pasi masyarakat da1arn pernbangunan daerah,

c. Peningkatan pengawasan secarajerpadu dalam rangka me­
.ningkatkan penertiban aparatur pemerintah daerah terutama
dalam membina disiplin, menanggulangi penyalahgunaan
wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan daerah
dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang akibatnya
menghambat pembangunan dan merusak citra dan kewiba­
waan aparatur pemerintah, .

3. Hukum..

a. Pernbangunan hukum untuk melanjutkan terciptanya kon­
disi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat
dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepas­
tian hukum yangberintikan kebenarandan keadilan dalam
negara hukum .Indonesia yang berdasarkan Pancasiladan
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Undang-Undang Dasar 1945.

b. Pemantapan penyuluhan hukum untuk. mencapai kadar
kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga
setiapanggota masyarakat menghayatihak dan kewajiban
sebagai warga negara dalam rangka tegaknya keadilan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ke­
tertiban, ketenteraman dan kepastian hukum, schingga
"terbentuknya perilaku sctiap warga negara Indonesia yang
taat pada hukum untuk menumbuhkan disiplin nasional.

c. Pemantapan sikap dan ;.erilaku serta kemampuan para.
penegak hukum dalam rangka meningkatkan citra dan
wibawa hukum serta aparat penegak hukum sebagai pe­
ngayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

d. Periingkatan penyelenggaraan pemberian bantuan dan kon­
sultasi hukum kepada anggota masyarakat yang kurang
mampu agar dapatmencapai pemerataan kesempatan mern­
peroleh keadilan.

e. Peningkatan inventarisasi hukum adat dan produk hukum
daerah untuk memperkaya bahan penyusunan dan pernbi­
naan hukum nasional.

f. Pernantapan penanganan administrasi hukum, sistem ja­
ringan dokumentasi dan informasi hukum, penanganan
peraturan perundang-undangan daerah serta meningkatkan
prasarana dan sarana yang diperlukan untuk, menunjang
pernbangunan hukum.

4. Penerangan dan Media Massa.

a. Meningkatkan dan memperluas kegiatan penerangan di se­
luruh pelosok .desa melalui pemanfaatan seoptimal mung­
kin seluruh mediapenerangan yang ada seperti pers, radio,
televisi, film, kantor berita, video, media tradisional, forum
komunikasi pedesaan dan kontak pribadi.

b. Menciptakan iklim bagi pertumbuhan dan perkembangan
pers daerah yang sehat dan bertanggung jawab me lalui
peningkatan sarana dan teknologi komunikasi.
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c. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga profesional di bi­
dang komunikasi agar kegiatan komunikasi sosial dan pe­
ranan pers semakin efektif.

d. Meningkatkan peranan juru penerangan dan media massa
untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, rnernbu­
dayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

J. Melanjutkan kebijaksanaan pembangunan bidang Kamtibmas
dalam rangka memperkokoh ketahanan daerah sebagai bagi­
an dari ketahanan nasional.

2. Menciptakan kesatuan pola tindak dalam bidang Kamtibmas
antara komponen dasar, komponen inti, komponen khusus
dan kornp onen pendukung.

3. Meningkatkan kemarnpuan potensi yang ada dalam masyara­
kat untuk lebih mampu menghadapi tantangan, baik hambatan
maupun ancarnan yang ada di daerah dan bersifat mandiri.

4. Membudayakan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kesa­
daran ketenteraman dan ketertiban untuk menunjang pelaksa­
naan pembangunan sebagai implementasi Pancasila dan Undang­
Undang Dasar 1945.

5. Meningkatkan kesadaran aparat keamanan dan masyarakat
dalam inemahami hak dan kewajiban sebagai warga negara
untuk mernelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dae­
rah.

6. Menciptakan kondisi obyektif yang menunjang terpeliharanya
suasana stabilitas yang sehat dan dinamis untuk menjamin ke­
lancaran pelaksanaan pembangunan, baik sektoraI rnaupun wi­
Iayah,

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

J. Menyemp urnakan pengelolaan pendapatan dan belanja Perne­
rintah, baik dalam rangka APBN rnaupun dalam rangka APBD.
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2. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, terutama
pendapatan asli daerah (pAD) serta sumb er-sumber lain yang
sah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber dan poten-
si daerah. .

3. Meningkatkan peranan swasta/masyarakat untuk membiayai
berbagai kegiatan pembangunan, di samping pembiayaan
oleh pemerintah.

4. Mencari berbagai altematif bare dalam mengatasi keterbatasan
pembiayaan pembangunan, seperti kemungkinan penyertaan
modal pemerintah daerah pacta swasta, pendirian dan pengem-,
bangan BUMD, menarik lebih banyak investor dan berbagai
upaya yang sah lainnya dalam mendukung kegiatan-kegiatan
pernbangunan daerah.

5. Untuk lebih memperlancar usaha-usaha pemasukan penda­
patan 'daerah, maka sarana penunjang dan kemampuan apara­
tur serta koordinasi dengan instansi yang terkait perlu lebih
ditingkatkan.
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BAB IV

I' E N u T 1I P

1. Pola Umum I'cmbangunan Lima Tahun Kelima, Propinsi Dac­
rah lstimewa Aceh ini dilaksanakun oleh Gubernur Kcpala
Daerah Islimewa Aceh, dcngan mendcngar dan memperhatikun
secara sungguh-sungguh saran-saran Dewan Perwakilan Rakyal
Dacrah Tingkat I dalam menyusun Repclita Kelima Daerah
yang merupakan reneana pembangunan untuk mencapai sasa­
ran pernbangunan di berbagai bidang dan sektor dalam tahun
1989-1994.

, Program pelaksanaan serta usaha pernbangunan untuk setiap.
tahun dituangkan dalam Rencana Pemb angunan Tahunan Dae­
rah (REPETADA) yang akan dibiayai baik oleh Anggaran Pen­
dapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, program-program Inpres, maupun oleh
Program-program lainnya,

A. PELAKSANAAN

I. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aeeh ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pelaksanaan­
nya dituangkan dalam Reneana Pembangunan Lima Tahun
Kelima Daerah oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Aeeh.

2. Setiap lima tahun Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi
Daerah Istirnewa Aeeh akan ditinjau kernbali untuk disesuai­
kan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

3. Mengingat bahwa pembangunan daerah adalah bagian dari
pembangunan nasionaI, maka dalam penyusunan Repelita
Kelima Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aeeh diusahakan
supaya dapat terlihat hubungan tersebut dalam kebjaksana­
an rnasing-masing sektor dan program-program pembangunan.

B. PERSYARATAN

I. Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Propinsi Daerah
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Istirnewa Aceh sangat tergantung pada sikap mental, tekat,
semangat ketaatan dan disiplin para pelaksana baik aparat
pusat maupun aparat daerah serta peran serta seluruh lapisan
masyarakat.

2. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh Ia­
pisan masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan
batin.
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